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BUPATI MUSI RAWAS
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 97 TAHUN 2018

TENTANG

PENGEI.OI.AAN JARINGAN DOKUMENTASI

DAN INFORMASI HUKT'M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIIA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

bahwa untuk melaksanakan ketentuarl Pasal 7 htahrran

Presidcn Nooor 33 Tahu! 2012 te[taDg Jaringa'r

Dokurlentasi dan lolormasi HulnrE Nasiooal pcrlu

dibentuk Jaringan Dokumentasi Da! Idordasi Huku$
(JDIll) Pemerintah Kabupatetr Musi Rawaa;

bahwa dalam rangka mengeloLa jaringan dokumentasi

dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah,

dan cepat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi

Rawas diperlukan penataan jaringan dokumentasi dan

informasi hukum yang tertata dengan tertib, tcratur

dan terselenggara dengan baik;

bahwa bcrdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dafam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengel,olaan

Jaringan Dokumentasi darr Informasi Hukum.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat U dan Kotapraja di

Sumatera Selatan (L€mbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 73 Tahun 1959, Tambahan lembarau

Negara Republik Indonesia Nomor 1821);



2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO8 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Izrnbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 61, Tambahan

IJmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 48'16);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahrm 2Oo9 teatang

Pel,ayanan Publik (L€mbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2oO9 Nomor 112, Tambaban

Lembarar Negara Republik lndonesi,a Nomor 5S7);

4. Undang-Undsng Nomor 12 Tahun 2O1l tcntang

Pembentukukan Perahran PenrndangUndangan

(Lemberan Negara Rcpublik Indonesia Tahut 2O1l

Nomor 48, Tambahan Lcmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

5. Unda-r8-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (l€mbaraan Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambshan

L€mbalarl Negara Republik Indonegia Nomor 5587),

sebagaimana tcLah diubah beberaPa teli tctdkhi!'

dengan Undang-Undatrg Nomor 9 Tahun 2015 tcntarrg

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Da€rah (l,embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indon6ia

Nomor 5679);

Perah.rran Prcsiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang

Jaringan DokuBentasi dan Informasi Hukum Nasional

(Lembaran Negara Republik Indooesia Tahun 2O12

Nomor 82);

Pcraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor 2 Tahun 2013 tcntang Standarisasi Pengelolaan

Teknis Dokumentasi darr Informasi Hukum;

6.

7.
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Peraturan Menteri Da.lam Negeri Nomor 2 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dalam

Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negera Republik

Indonesia Tahun 20 14 Nomor 33) ;

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang

Pembentr:kan Produk Hukum Daerah (lEmbaran

Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2Ol7 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOIAAN

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUI(UM.

8.

9.

BAB I

KETENTUAN UMI'M

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah l(sbupaten

Musi Rawas.

3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Musi Rawas

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah

KabupatEn Musi Rawas.

6. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Selqetariat

Daerah Kabupaten Musi Rawas-

7. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah

Perangkat Daerah di lingfungan Pcmerintah

Kabupaten Musi Rawas.

8. Jaringsn Dokumentasi dan Informasi Hukum yang

selianjutnya disingkat JDIH adalah wadah

penda5ragunaan belsaura atas dokumen hukurt secara

tertib, terpadu dan berkesinambungan aerta

merupalan sarana pemberian petrayanan infoqnasi

hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepaL



9. Dokumen Hukum adatah produk hukum yang berupa

peraturan perundang-undangan atau produk hukum

selain peraturan pen-rndang-undanga!, yaflg meliputi,

namun tidak terbatas pada putusaD pengadilan,

yurisprudensi, monograri hukum, artikel majalah,

buku hukun, penelitiar hukum, pengkajian hukum,

naskah akademik, dan rancangan peraturan

penmdang-undangan.

lo.Informasi hukuE adrlah semua data dan ketcrangan

yang terkandung datam dokumen hukum-

11. Pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum adalah

kegiatan penguapdan, pengolahan, penyimpanan,

pelestarial dan pendayagunaan informasi dokumentasi

hukum.

12. Sistem informasi yang s€larUutnya disinAkat siskum

adalah suatu sistem utrtuk mengelol,a data base

peraturan pcrundang-undangan.

13. Pusat Jaringan DokurDentasi dan lnformasi Hukum

yang setanjutnya disingkat PJDIH adalah Pusat

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Kabupaten Musi Rawas.

l4.Peraturan lrrtmdang-undangan adalah pemturan

tertulis yang Bcmuat norma hukum yang mengil(at

secara umum dan dibenh:k atau ditetapkan oleh

loBbaga negara atau pejabat yang berwewenang

melalui prosedur yang ditetapkan .r.hrn peraturan

perundang-undangan.

BAB II
PEMBENTUKANJDIH

Pasal 2

Bupati membentuk JDIH Pemerintah Kabupaten.
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BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 3

Maksud dibentuknya JDIH adalah sebagai p€doman

dalam pengelolaan JDIH guna memkrikan kepa.stian

hukurn dan kemanfaatan JDIH.

Bagian Kedua

Ttrjuarl

Pasal 4

Pengelolaan JDIH bertujuan untuk :

a, menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan

informasi hukum Jrang terpadu dan terintegrasi melalui

sistem informasi hukum yang berbasis teknologi;

b. menjamin tersedianya dokumentasi dan informasi

hukum yang lengkqf da.Ir akurat, serta dapat diakses

seca.ra cepat dan mudah;

c. mengembargkan kerjasarna yang efektif antar PJDIH

dan Anggota JDIH dalarn rangka penyediaan

dokumentasi dan informasi hukum; dan

d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum daerah

dan pelayanan publik sebagai salah satu wujud tata

pemerintahan yang baik, traneparan, efektif, dan

bertanggungiawab.

Bagiar Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup pengelolaan JDIH meliputi :

a. kelembagaan JDIH;

b. pengelolaan JDIH; dan

c. pembinaan dan pcngawasao.
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BAB VI

KEI,EMBAGAAN

Organisasi

Bagian Kesatu

Pasal 6

(1) Organisasi JDIH Pemerintah Ihbupaten Grdiri dari :

a. PJDIH; dan

b. Anggota JDIH.

(2) PJDIH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah

Bagiaa Hukum.

(3) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b adalah PD.

Pasal 7

PJDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)

huruf a mempunyai tugas sebagai b€rikut :

a. melakukan perumusan kebijakaa pemhinaan dan

pengembangan JDIH;

b. melakukan penJrusunan dan/atau penyemprrrnaan

pedoman/staldar pengelolaan teknis dokumentasi dan

informasi hukum;

c. memberikan konsultasi terhadap permasalahan yang

dihadapi oleh anggota JDIH;

d. melakukan sosialisasi, kebijakan, dan pengelolaan

teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada

anggota JDIH; dan

e. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkal,a

terhadap pelaksanaan pengeloLaan dokumentasi dan

informasi hukum di lingkungan Pemerintah

Kabupaten.



Pasal 8

PJDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasaf 6 ayat (1)

huruf a mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. pengumpulan, penSolaha!, perryimpanan, pelcstarian,

dal penda5ragrmaan dokumentasi dan informasi

hukum oleh PD di lingkungan Pemerintqh l(abupaten;

b. penyediaan sarana dan prasaran pengelol'aan

dokumentasi dan kformasi hukum di Femerintah

Kabupaten;

c. pelalsanaan evaluasi berkala mengenai pengelolaan

dokumentasi rlan irrformasi hukum Pemerintah

Kabupa.ten pafing sedikit 1 (satu) kali dalorn setahun'

dan

d, penyampaian hasil evaluasi sebagaimsna dirnaLsud

pada huruf c datsm bentul( laporan berkala kepada

Bupati Eelalui SekEtaris Daerah.

Pasal 9

Anggota JDIH sebagaimana di"naksud dala7n Pasal 6 ayat

(1) huruf b mempunyai fungsi sebagai berikut:

a- pengelol,a dokumentasi dan informasi hukum PD

mempunyai tugas melakukan pengelolaan

dokurnentasi dan informasi hukum di PD-nya.

b. pengelola dokumentasi dan informasi hukum PD

dalam malaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada huruf a, merryelenggarakan fungsi :

1) pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan'

pelestarian dan pendayagunaan dokumentasi dan

informasi hukum yang ditertibkan PD-nya;

2) penyediaan sarana dan prasarana pengel,olarn

dokumentasi dan informasi hukum PD;

3) pelaksanaan evaluasi berkala Bengenai

pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum PD

paling sedikit f (satu) kali dalam setahun; dan
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(1)

l2l

(3)

4) penyampaian hasil evaluasi sebagaimana dimaksud

pada angka 3 dalam bentuk laporan berkala

kepada Seloetaris Daerah melatui Kepala Bagian

Hukum atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi

dan informasi hukum di PD.

Bagian Kedua

Tim Pengelola PJDIH

Pasal I O

Untuk melalsanakan tugasnya PJDIH sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dibentuk Tim

PengeloLa PJDIH.

Tim pengelola sebaSaimana dirn^ksud ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan BuPati.

Tim pengelola sebagaimala dimalsud ayat (f) diketuai

oleh Sekretaris Daerah,

Pasal 1 1

(1) Tim pengeloia PJDIH sebagaimana dimaksud Pasal 10

ayat (l) terdiri dari :

a. Ketua;

b. sekretaris;

c. Wakil Sekretatis; dan

d- Web admin.

BAB !
PENGEL.oLqAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Tim pengelola PJDIH da.lam melakukan pengelolaan JDIH

meliputi :

a



b.

Pengumpulan, pengelol,aan, penyimpanan, dan

penyebarluasan produk hukum; dan

FenatEan sistem informasi hukum mclalui

peinanfaatan t€knologi informasi dan komunikasi.

Baeian Kedua

Pengumpulan, Pengolahan, penyimpanan,

dan Penyebaduasan Produk Hukum

Pasal 13

Kegiatan p€ngumpulan, pengolahan, penyiEpanan,

dan ponyebarluasan poduk hukum sebagafunana

dimaksud dalam Pasd 12 huruf 4 dilql<sAnqkaq

terhadap :

a. Informasi hukum; dan

b. lnformasi hukum lainqm.

hnormasi hukum sebagaimana dbatsud pada ayat (1)

huruf a, memuat paling sedikit:

a. Feraturan Daerahi

b. Peraturan Bupati;

c. Peraturan DPRD;

d. Poraturan Bersarna;dan

e. Keputusan Bupati.

Informasi hukum lainnya sebagaimana,litn ksud pada

ayat (l) huruf b memuat paling sedikit :

a. hrhrsarr badan peradil,an yang telah

kekuatan hukum t€tap;

b. Surat edaran;

c. Instrukai;

d. Ferjanjian kesepafratan/bersama/nota ke

e. Klarilikaei dan evahrasi rancatrgan perahlran

Daerah; dan

f- Artikel hukum.

(u

l2l

(3)
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(1)

Bagian Ketiga

Sistem Informasi Hukum

Pasal 14

Kegiatar penat ran sistem inlormasi hukum sebagaimana

dimaksud d^lam Pasal 12 huruf b, terhadap pemanfaatarr

teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan antara

Lain melalui :

a. sistem katalog;

b. sistem mandiri (stand alone) dan/atau l,a@t Atea

Ivetarork (LAN); dan

c. sistem internetl uEbsite.

Pasal 15

Penataan sistem informasi hukum melalui sistem

katalog seb"g*i-ene dimaksud dalam Pasal 14 huruf

a, dikelol,a dengan cara merekam informasi dokumen

peraturan perundang-undang yang berisi :

a. Jenis;

b. Nomor;

c. Tanggal;

d. Judul;

e. Sumber; dan

f. Status.

Penataan sistem inlormasi hukum melalui Sistem

mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf
b, dilakukan melalui sistem aplikasi data base

peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri

dalam satu unit komputer sen er tanpa menggunakan

jaringan internet.

Penataan sistem informasi hukum melalui sistem

internetl u)ebsite sebagaimana dimaksud dqlam Pasal

14 huruf c, dikelola melalui uebsite

www jdih.musirawaskab. go.id.

l2l

(3)
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(1)

(21

Pasal 16

Tim pengelol,a PJDIH sebagaimana dimrltsud 'rale'n Pasal

10 ayat (1) meLakukan melakukan integrasi/ lin c urebsire

dengan JDIH Provinsi SuBatera Selatan, JDIH

Kement€rian Dalam Negeri dan JDIHN ke da.lam u.,eDsire

JDIH Pemerintah Kabupatea.

Pasal 17

Tim Pengelotra PJDIH sebagaiaman dirnaksud Pasal 10

a,.at (l) melakukan updotbtg data produk hukum dan

informasi htrkum l,ainnya untuk disebarluaskan dan di

unggah melalui npbsile JDIH Femerintah Kabupaten.

Tim Pengelola PJDIH paling sedikit I (satu| minggu

sekali melakukan updaing data produk hukum dan

informasi hukum lainnya untuk disebarluaskan dan di

upload melalui uabsite JDI}I Femerintah Kabupaten.

Penyebarluasan informasi dan unggah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), sctelah dilakukan pene*ajian

konsekucnsi dan lrcngklarifikasi informasi.

Tim Pengelola PJDIH meryrampaikan paling sedikit

s€tiap 3 (tige) bulan sekali sofr @pg peraturan daerah,

peraturan bupati dan trrtaturan DPRD kepada

Pengelola JDIH provinsi dan pengeloLa JDIH

Kementerian DalaJB Negeri-

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGA{TASAN

Pasal 18

Bupeti melakukan pembinaan dan lrngawasan
Pengelolaan JDIH kmerintah Kabupaten.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (f)
bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan

JDIH Pemerintah Kabupaten.

(3)

(4)

(1)

(21
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Pasal f9

Pembinaen Bupati sebagaimana dimaksud del^l'i Pasal 18

ayat (1) melalui :

a. pemberian bimbingan pcngelolaan JDIH Pemerintah

Kabupaten;

b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH Pemerintah

Kabupaten; dan

c. pertemuan dan koordinasi pengelolaan JDIH

Pemerintah Kabupaten secara berkala.

Pasal 20

(l) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

ayat (1) bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan

JDIH IGbupaten dapat berjalan sesuai dengan lencsna

dan ketentuan peraturan lrrundang-undangan.

(2) Pengawasan sebagaimana dirnql€ud dalam Pasal 18

ayat (f) dilpkrrkra melalui pengawasan atas

pelaksanaan pengelolaan dokumentasi hukum dan

penataan sistem informasi hukum melalui JDIH

Pemerintah lkbuparcn.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaar pcngelolaan JDIH b€rsumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau lain-lain

pendapatan yang sah .r8n tidsk mengikat-
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BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggsl

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerfurtahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi

Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
trrn64lat 6 |olrrrarh, ,oE

Diundangkan di Muam Beliti
pada tanggal 6 f{rxl{b( JoB

SEKRETARIS DAERAH

UPATEN MUSI RAWAS,

DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2OI8 NOMOR.g+
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